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Abstract 
This study aims to determine and analyze the influence of community participation 
and understanding of village institutions on the accountability of village management. 
The data used in this study are primary data obtained through observation, interviews, 
and documents. The data analysis method used is qualitative, with the research results 
presented in the form of descriptive narratives. The population in this study consists of 
all village officials in the Village Government of X Subdistrict, Banyumas Regency. The 
sampling technique used in this study was purposive sampling, with a sample size of 
45 respondents consisting of village heads, village secretaries, and village treasurers. 
The testing method used in this study was multiple linear regression analysis. The 
results of this study indicate that community participation and the understanding of 
village officials influence the accountability of village fund management.  
Keywords: Accountability in Village Fund Management, Community Participation,                           
Understanding of Village Officials, Village  
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara  
kaya  dan  miskin,  kesenjangan  antara  desa  dan  kota,  pembangunan  pedesaan sangat penting. 
Hal ini sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia  yang  menjadikan  
pembangunan  pedesaan  sebagai  prioritas  utama.  Sumber pendapatan  desa  diperlukan  untuk  
menjalankan  pemerintahan  dan  pembangunan. Pemerintah  terus berusaha  mendukung  
pemerintahan dan  pembangunan  desa secara independen   atau   otonomi   dengan   mengeluarkan 
kebijakan   yang   memberikan dukungan keuangan, yaitu dana desa 

Kebijakan dalam hal penataan dan pengaturan mengenai desa diperlukan untuk 
memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta untuk lebih memperkuat kedudukan desa dan 
masyarakat desa, hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Kebijakan penataan dan pengaturan desa tersebut merupakan sebuah bentuk wujud 
pengakuan negara terhadap desa. Salah satu upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk 
melakukan pembangunan desa dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola dan 
menjalankan sistem pemerintahannya yaitu bisa melalui pemberian dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa (Indraswari & Rahayu, 2021). Secara 
nasional, alokasi dana desa pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp. 70 
triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp. 68 triliun. Salah satu arah kebijakan dana 
desa tahun 2023 adalah melanjutkan fokus penggunaan dana desa yang disinkronkan dengan 
prioritas nasional. Hal tersebut berbeda dengan pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa 
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yang diperoleh dari otonomi dan keleluasaannya berupa Pendapatan Asli Daerah (Ramadhanti et 
al., 2022). Alokasi penyaluran dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa minimal sebesar 
10% dan maksimal sebesar 25% dari total pagu (Kemenkeu, 2023). Anggaran telah diberikan oleh 
Pemerintah Pusat untuk dana desa dengan nominal yang tergolong fantastis. Selain dana desa, ada 
juga bantuan provinsi yang bertujuan untuk pengembangan desa, seperti ketahanan, sarana dan 
prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia. Dana desa untuk provinsi Jawa Tengah selalu 
meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa pada tahun 2019 jumlahnya yaitu sebesar Rp 7,8 triliun, 
sedangkan dana desa pada tahun 2020-2023 jumlahnya sama yaitu Rp 8,1 triliun (Republika.co.id, 
2022). 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa digunakan sebagai media untuk memberikan gambaran 
dan penjelasan mengenai rencana-rencana strategik dan rencana tujuan-tujuan serta yang telah 
ditetapkan oleh pemerintahan desa agar bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dari 
awal secara efektif dan efisien (Polutu et al., 2022). 

Pemahaman perangkat desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 
pengelolaan dana desa (Rahmadhani & Syahdan, 2022). Pemahaman penyusunan laporan 
keuangan yang baik bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengambilan 
keputusan demi kemajuan perusahaan di masa mendatang, serta dapat digunakan sebagai 
gambaran kondisi perusahaan untuk melakukan prediksi kondisi di masa yang akan datang 
(Ardiansyah & Sriyono, 2021). Pemahaman perangkat desa dapat menciptakan kemampuan 
perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa dapat meningkat, sehingga pelaporan 
dapat dilakukan secara rinci dengan cara melakukan proses penyusunan laporan keuangan 
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Rahmadhani & Syahdan, 2022). 

Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa.  
Prinsip  ini  menuntut  adanya  partisipasi  masyarakat,  dan  kepatuhan terhadap  regulasi  dalam  
setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  (Yap,  Nugroho, and  Rachmiyati  2024).  Tanpa  
akuntabilitas  yang  baik,  program  dana  desa  berpotensi tidak   mencapai   sasaran   dan   rentan   
terhadap   praktik-praktik   yang   menyimpang. Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  mengenai  
analisis  akuntanbilitas  dana  desa penting   untuk   dilakukan   karena   mengingat   besarnya   
dampak   program   ini   untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah pedesaan, serta 
tekad pemerintah yang kuat untuk melakukan pembangunan di desa yang tertinggal. Program Dana 
Desa tersebut akan memberi efek positif bagi daerah jika penggunaanya tepat dan jelas untuk 
masyarakat.   

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Teori Institusional 
Teori kelembagaan (Institusional  Theory) adalah  teori  yang  terbentuknya  sebuah organisasi   

yang   disebabkan adanya   tekanan   lingkungan   institutional   sehingga menyebabkan terjadinya 
pelembagaan (Ridha dan Basuki, 2012). Teori kelembagaan ini sangat  berkaitan dengan  hubungan  
antara  organisasi  itu  sendiri  dengan  masyarakat umum.   Secara   garis   besar   teori   kelembagaan   
menekankan   langkah   yang   harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa 
kepercayaan kepada masyarakat umum   sehingga   organisasi   tersebut   memang   layak   untuk   
didukung   dan   diakui keberadaannya.  Teori  kelembagaan  menjelaskan  perilaku  individu  dan  
organisasi  yang keberadaannya dipengaruhi oleh tekanan normatif yang dapat disebabkan oleh 
faktor eksternal  seperti  lingkungan,  tetapi  dapat  juga  muncul dari  dalam  organisasi  itu  sendiri 
(Meyer & Rowan, 1977 dalam (Wulan and Helmy 2023). 

 
Dana Desa 

Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   222/PMK.07/2020   tentang 
Pengelolaan  Dana  Desa, adapun  pengertian  dari  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi Desa dan ditransfer melalui 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan   digunakan   untuk   membiayai   
penyelenggaraan pemerintahan,   pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Menurut Sari (2017) dalam (Hardianto 2022) Dana Desa (DD) 
dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai 
program Pemerintah  Desa.  Selain  itu  menurut  (Sigit,  2020)  dalam  (Hardianto  2022)  
menyatakan bahwa  Dana  Desa diberikan  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  
fungsi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala 
aspeknya sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki.  Dijelaskan  juga  bahwa penyaluran Dana 
Desa mempunyai 5 tujuan yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua,  
mengentaskan  kemiskinan;  ketiga,  memajukan  perekonomian  desa;  keempat, mengatasi 
kesenjangan pembangunan antar desa dan kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 
pembangunan. 
 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah desa dalam upaya mengelola dana desa, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip 
dalam pengelolaan dana desa (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022). Akuntabilitas pengelolaan dana 
desa dianggap penting karena informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan (Afriansyah et al., 2022). 

 
Pemerintah Desa 

Pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, 
tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan (transparansi), 
proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas danefisiensi, kearifan lokal, keberagaman, 
serta partisipatif (Irwadi & Permana, 2023). 
 
Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman diartikan sebagai segala sesuatu 
yang bisa kita pahami dan mengerti dengan baik. Pelatihan dalam pengelolaan dana desa dapat 
meningkatkan pemahaman perangkat desa. Selain itu, pelatihan dalam pengelolaan dana desa juga 
dapat membantu perangkat desa agar dalam memperoleh informasi lebih update. Hal ini perlu 
dilakukan pelatihan berkelanjutan agar perangkat desa dapat lebih memahami terkait perubahan 
peraturan-peraturan dana desa yang masih sering terjadi (Setyorini et al., 2022).  

Pelaksanaan pengelolaan dana desa diperlukan adanya pendampingan perangkat desa 
terlebih dahulu agar perangkat desa memiliki pemahaman yang baik sehingga menjadikan desa 
tersebut lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa (Ardiansyah & Sriyono, 2021). 
Semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana 
desa juga akan semakin optimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmadhani & 
Syahdan (2022), dan Fajri & Julita (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
H1: Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
 
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian 
masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang 
alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan 
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi 

Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dan mengambil bagian dalam 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa, hingga memiliki dampak yang positif dalam 
prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja serta meminimalkan penyalahgunaan Putra & 
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Rasmini, (2019). Salah satu komponen penting untuk terciptanya keberhasilan pengelolaan dana 
desa adalah partisipasi masyarakat (Ananda et al., 2023). 
H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada desa-desa yang berada di 
Kecamatan X Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang 
terdiri dari perangkat desa, sekretaris desa, dan bendahara desa berjumlah 45 responden. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikankuesioner secara langsung 
dengan mendatangi tempat responden pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adiwerna. Penelitian 
ini melakukan pengukuran jawaban dari kuesioner dengan menggunakan 5 skala likert. 

Penelitian ini melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS. Analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dengan melakukan 
uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, uji hipotesis yang dilakukan dalam 
penelitian meliputi analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi (R2), uji goodness 
of fit (Uji F), uji regresi secara parsial (uji t) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, 
sekretaris desa dan bendahara, sehingga kuesioner yang dibagikan berjumlah 45 kuesioner dan 
semua kuesioner kembali dan dapat diolah. 

Uji Validitas 
Semua item pernyataan pada masing-masing variabel pemahaman perangkat desa, patisipasi 

masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai nilai rhitung > rtabel senilai 0,333, 
maka semua item pernyataan dalam semua variabel dapat dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 
Berdasarkan pengujian reliabilitas dalam penelitian ini, masing-masing variabel mempunyai 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60, dimana variabel independen pemahaman perangkat 
desa (X1) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,736 lebih besar dari 0,60, variabel partisipasi 
masyarakat  (X2) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,636 lebih besar dari 0,60, variabel 
dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,675 
lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
setiap item pernyataan yang terdapat pada masing-masing variabel dapat dinyatakan reliabel. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil olah data uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. dari uji 

Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 lebih besar dari nilai α yaitu sebesar 0,05. Maka data sampel 
dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 
Berdasarkan hasil olah data uji multikolinearitas, menunjukkan nilai tolerance pada variabel 

pemahaman perangkat desa adalah sebesar 0,435, Pada variabel partisipasi masyarakat  sebesar 
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0,637. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai nilai tolerance lebih 
besar dari 0,10, maka dapat dikatakan bahwa antar variabel tidak terdapat korelasi yang tinggi.   

Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan hasil olah data uji heteroskedastisitas, menunjukkan nilai signifikan untuk 

variabel pemahaman perangkat desa adalah sebesar 0,760 lebih besar dari 0,05, nilai signifikan 
untuk variabel partisipasi masyarakat  sebesar 0,104 lebih besar dari0,05. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan uji regresi linier berganda, diperoleh model regresi dalam  enelitian ini sebagai 

berikut: Y = 2,314 + 0,449X1 + 0,621X2 + e 
Keterangan : 
Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
X1 = Pemahaman Perangkat Desa 
X2 = Partisipasi  masyarakat 
 e = Kesalahan Residual 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Pada penelitian ini nilai koefisien R2 dengan Adjusted R2 sebesar 0,501 atau 50,1 %. Nilai 

50,1 % dipengaruhi oleh variabel pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Faktor 
lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa diluar model pada penelitian 
ini bernilai 49,9 %. 

Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 
Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan variabel pemahaman 
perangkat desa memiliki nilai thitung sebesar 4,874 lebih besar dari ttabel senilai 1,670. Selain itu, 
variabel pemahaman perangkat desa juga memiliki nilai signifikansi senilai 0,000 < 0,05. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka H1 pada penelitian ini dapat diterima. 
Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, pada variabel partisipasi masyarakat  memiliki 
nilai thitung sebesar 3,212 lebih besar dari ttabel senilai 1,670. Selain itu, variabel kejelasan sasaran 
anggaran juga memiliki nilai signifikansi senilai 0,002 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
Maka H2 pada penelitian ini dapat diterima. 

Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa mempunyai pengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik 
pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga 
semakin optimal. 

Aparatur desa yang lebih kompeten memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengelolaan 
dana desa. Aparatur desa yang lebih kompeten dapat meningkatkan efisiensi, efisiensi, dan 
produktivitas dalam pekerjaan mereka serta aparatur desa dengan pengetahuan dan pengalaman 
yang sesuai dengan bidangnya, tugas akan diselesaikan dengan baik, meningkatkan kinerja 
pengelolaan dana desa dan memungkinkan aparatur desa untuk memiliki sikap yang baik dalam 
proses. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori intitusional, bahwa kepala desa mempunyai 
tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan, perangkat desa juga ikut serta dalam hal 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan pendampingan 
terlebih dahulu agar perangkat desa mempunyai pemahaman yang baik sehingga menjadikan lebih 
bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa (Ardiansyah & Sriyono, 2021).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani & Syahdan 
(2022), dan Fajri & Julita (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Masriyah et al. (2023), dan Saputri (2020) yang menyatakan bahwa 
pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi 
masyarakat, maka target yang dicapai lebih tersusun secara sistematis dan lebih mudah tercapai, 
sehingga akuntabilitas dalam mengelola dana desa juga semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori institusional, di mana variabel partisipasi masyarakat 
yaitu dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu evaluasi yang dilakukan pihak principal 
terhadap kinerja agent. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa 
akan menjadi lebih efisien. Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dan 
mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa, hingga memiliki dampak 
yang positif dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja serta meminimalkan 
penyalahgunaan Putra & Rasmini, (2019). Salah satu komponen penting untuk terciptanya 
keberhasilan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat (Ananda et al., 2023). Hasil 
penelitian ini mendukung dengan penelitian Ananda et al., (2023) dalam penelitiannya 
memperoleh hasil adanya hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana 
desa. Hasil penelitian ini juga mendukung riset yang dilakukan lain Julianto & Dewi, (2019) 
membuktikan terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana 
desa. 

KESIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman perangkat desa dan 
partisipasi masyaraat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implikasi penelitian ini untuk 
akuntansi dana desa diharapkan memahami ketentuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan implikasi 
praktis terhadap perangkat desa khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa 
terkait pemahaman dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selalu update mengetahui 
peraturan-peraturan terbaru yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Setiap perangkat desa 
harus menyadari bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu sangat penting agar tercapai 
tujuan yang sesuai. 

Penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode ini kurang 
efektif karena responden mungkin saja menjawab pertanyaan terkadang kurang serius, sehingga 
hasil penelitian bisa saja tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Diharapkan penelitian 
selanjutnya bisa dengan menambahkan teknik wawancara agar lebih memastikan jawaban yang 
sebenarnya. 
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